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In the political environment, money politics is often a serious problem that affects the 
democratization process. This study aims to describe the phenomenon of cognitive 
dissonance experienced by individuals who receive funds or financial rewards in the 
political context, especially in the context of elections. Cognitive dissonance refers to 
mental conflict or feelings of discomfort that arise when a person has conflicting beliefs 
or values. This research uses a qualitative research method with a Grounded Theory 
approach, Data extraction is done by interview, The data analysis technique used is a 
theory driven analysis technique where themes are developed with indicators or 
things that support the theory by interviewing individuals who have received political 
money or financial assistance from political candidates or political parties. This 
research has important implications for understanding the dynamics of local politics 
and the factors of money politics recipients, which tarnish the integrity and quality of 
democracy. This research has important implications for understanding the dynamics 
of local politics and the factors of recipients of money politics, which tarnish the 
integrity and quality of democracy. The results of this study describe the recipients of 
money politics are aware of their behavior that is not in line with their values and 
choices, with economic factors and consider political moments as a livelihood. This 
research designs a more effective policy approach in addressing money politics and 
reducing cognitive dissonance among recipients of political funds. 
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Dalam lingkungan politik, money politik seringkali menjadi masalah serius yang 
mempengaruhi proses demokratisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
fenomena disonansi kognitif yang dialami oleh individu yang menerima dana atau 
imbalan finansial dalam konteks politik, terutama dalam konteks pemilihan umum. 
Disonansi kognitif merujuk pada konflik mental atau perasaan tidak nyaman yang 
timbul ketika seseorang memiliki keyakinan atau nilai-nilai yang bertentangan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded 
theory, Penggalian data dilakukan dengan wawancara, Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis theory driven dimana tema dikembangkan dengan 
indikator atau hal-hal yang mendukung teori dengan mewawancarai individu yang 
pernah menerima money politic atau bantuan finansial dari kandidat politik atau 
partai politik. Penelitian ini memiliki implikasi yang penting untuk memahami 
dinamika politik lokal dan faktor-faktor penerima money politic, yang mencoreng 
integritas dan kualitas demokrasi. Hasilnya penelitian ini mendeskriptifkan penerima 
sadar atas perilakunya yang tidak sejalan dengan nilai dan pilihan dimiliki, dengan 
faktor ekonomi dan menganggap momen politik sebagai mata pencarian. Penelitian ini 
merancang pendekatan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi money politic 
dan mengurangi disonansi kognitif di antara para penerima dana politik. 

I. PENDAHULUAN 
Preferensi politik dan keyakinan membentuk 

identitas politik serta cara individu memandang 
berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi dan 
kepuasan terhadap kondisi negara. Individu 
menentukan pilihan politik mereka pada saat 
pemilu dan turut memengaruhi hasil kebijakan 
publik. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai 
bagaimana dan mengapa seseorang mengubah 
pandangan politiknya menjadi sangat penting 

bagi perkembangan ekonomi dan posisi mereka 
dalam masyarakat (Burszty et al., 2020; 
Gentzkow & Shapiro, 2011; Hartmann et al., 
2022; Lergetporer et al., 2018). Indonesia seperti 
banyak negara lain, menghadapi masalah serius 
yaitu money politic dalam proses pemilihan 
umum dan politik secara umum (Amatahir, 
2023). Penerimaan uang Politik dapat menjadi 
bagian dari praktik yang meluas dan diterima 
dalam masyarakat, sehingga menimbulkan 

mailto:akhmad.zhauqi.thahir-2023@psikologi.unair.ac.id


http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id 

JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854) 
Volume 8, Nomor 6, Juni 2025 (5954-5962) 

 

5955 
 

pertanyaan etika dan moral nilai demokrasi itu 
sendiri (Yasin & Kadji, 2025) Demokrasi yang 
sehat memerlukan partisipasi warga negara yang 
cerdas dan informan dalam pengambilan keputu-
san politik (Yuspita Widiyaningrum, 2020) 
money politic dapat mengganggu integritas 
proses demokrasi dengan mempengaruhi cara 
individu membuat keputusan politiknya 
(Cornelia et al., 2024). Salah satu pelanggaran 
yang paling umum terjadi selama pemilu adalah 
banyaknya praktik money politic. Money politic 
dianggap sebagai praktik yang merusak 
demokrasi, bahkan pada saat ini money politic 
sering terjadi selama masa pemilu, sepertinya 
harus dilakukan oleh setiap calon pejabat di 
tingkat daerah dan pusat untuk mendapatkan 
suara dan dukungan terbesar dari masyarakat, 
jika hal ini terus berlanjut begitu saja, itu tidak 
menutup kemungkinan bahwa fakta politik uang 
akan menjadi tradisi atau budaya dalam 
pemilihan itu sendiri, sehingga mencerminkan 
makna dan arti demokrasi yang sebenarnya 
(Feinig, 2020). Sebuah penelitian dari Zen (2015) 
menunjukkan bahwa modal keuangan yang 
dimiliki oleh kandidat kepala dan wakil kandidat 
biasanya merupakan kombinasi uang pribadi dan 
bantuannya dari donator politik yaitu pengusaha. 
Money politic dalam masyarakat sendiri terlihat 
bahwa penerima Money politic dijadikan ajang 
mencari penghasilan (Nabila et al., 2020). 
Masyarakat awam tidak mempedulikan nilai-nilai 
demokrasi, bagi mereka yang terpenting adalah 
mereka mendapatkan uang atau barang dengan 
cara mudah. Dari perspektif ekonomi Hamid & 
Edy (2004) menyatakan bahwa penilaian politik 
kuang muncul karena adanya hubungan 
simbiosis antara pihak yang bertindak (partai, 
politisi, atau perantara) dan pihak yang 
dikorbankan (rakyat), mekanisme keuangan 
politik menguntungkan keduanya. Bagi politisi 
Money politic adalah media instan untuk 
mendapatkan suara konstituen. Namun, bagi 
mereka yang terlibat dalam politik uang, itu 
seperti bonus rutin selama pemilu yang lebih 
nyata dibandingkan dengan program yang 
dijanjikan. Hal inilah yang menjadi ironi dari 
politik uang di masyarakat (Ratnasari, 2016). 
Dalam kajian penelitian sebelumnya perilaku 
money politic membahas bagaimana dampak 
sosial dan mencederai nilai demokratis yang 
berintegritas tanpa jual beli suara (Padilah & 
Irwansyah, 2023). Tetapi dalam penelitian ini 
peneliti akan mengkaji hal yang  bertentangan 
dalam diri penerima money politic serta dampak 
secara individu terharap penerima dan 
bagaimana cara mengatasi dalam kondisi sebagai 

penerima money politic, dimana penerima 
menganggap money politic merupakan suatu 
tindakan yang mencederai nilai-nilai demokrasi 
dan integritas nilai politik itu sendiri (Ratnasari, 
2016). Penelitian ini mempelajari motivasi 
tambahan yang umum dalam mengubah 
preferensi, yaitu keinginan untuk konsisten 
dengan tindakan seseorang. Menurut teori 
disonansi kognitif, manusia memiliki dorongan 
tak sadar untuk menyesuaikan preferensi yang 
ada agar selaras dengan tindakan mereka (Leon, 
1957). 

Teori disonansi kognitif, pertama kali 
diperkenalkan oleh Leon Festinger pada tahun 
1957, Festinger & Carshmith (1959) menyatakan 
bahwa ketika seseorang mengalami 
ketidaksesuaian antara keyakinan, sikap, atau 
perilaku mereka, mereka akan merasa tidak 
nyaman atau tidak tenang. Hal ini dapat 
menciptakan konflik batin karena tindakan 
tersebut tidak konsisten dengan keyakinannya. 
Adapun nilai moral dari integritas demokrasi 
yang bersih tanpa money politik dan tindakan 
menerima uang misalnya menerima uang dalam 
konteks politik seringkali terkait dengan praktik 
yang dianggap tidak etis atau korupsi (Padilah & 
Irwansyah, 2023). Individu yang mengalami 
disonansi semacam ini dapat merasa bersalah 
atau bingung karena tindakan mereka tidak 
sejalan dengan nilai-nilai mereka. Teori dari 
Festinger ini sangat membantu menjelaskan dan 
memberikan pengetahuan tentang penerima 
money politic terkhusus dalam bidang psikologi 
sosial bahwa perilaku yang tampaknya tidak 
dapat dipahami atau tidak logis dapat 
disebabkan oleh dorongan kognitif untuk 
menjauhi disonansi, atau kontradiksi internal 
(Morvan et al., 2017) 

Faktor di balik penerimaan money politic juga 
dapat memengaruhi tingkat disonansi kognitif 
(Alexandre & David C, 2022). Jika seseorang 
menerima uang karena kebutuhan mendesak 
atau sebagai kompensasi dari money politic, 
tetapi sadar bahwa hal itu melanggar nilai 
demokrasi, maka ia mungkin mencari alasan 
sendiri untuk membenarkan tindakannya ini 
menunjukkan adanya inkonsistensi logika dalam 
berpikir (Festinger, 1962). Nilai budaya 
memengaruhi cara seseorang berpikir, karena 
budaya daerah membentuk pandangan terhadap 
suatu perilaku. Misalnya, jika suatu budaya 
menganggap money politic sebagai tindakan 
tidak terpuji, maka individu yang menjunjung 
nilai etika tinggi bisa mengalami konflik moral 
saat menerimanya (Cooper, 2019). 
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Disonansi kognitif didefinisikan sebagai 
tekanan mental yang disebabkan oleh adanya 
kognisi atau perasaan yang bertentangan secara 
bersamaan (Festinger, 1962). Dimana dalam 
konteks politik seseorang mengalami 
pertentangan antara keyakinan, nilai-nilai, atau 
sikap yang bertentangan dengan tindakan 
menerima uang tersebut (Satya et al., 2022). 
Dalam konteks ini, disonansi kognitif mengacu 
pada perasaan ketidaknyamanan atau konflik 
psikologis yang dapat timbul karena tindakan 
penerimaan uang politik bertentangan dengan 
nilai-nilai politik, etika pribadi, atau keyakinan 
moral individu (Festinger, 1962a). Dalam 
beberapa kasus, penerima money politik 
mungkin telah memahami dampak negatif dari 
praktik politik uang pada sistem politik dan 
masyarakat, tetapi mereka tetap menerima uang 
tersebut karena alasan-alasan tertentu, seperti 
kebutuhan finansia (Eza et al., 2021). Hal ini 
dapat menciptakan disonansi kognitif antara 
pemahaman mereka tentang politik dan tindakan 
nyata mereka. Menurut Leon (1957) dalam buku 
a theory of cognitive dissonance tiga pendekatan 
untuk mengurangi disonansi yaitu perubahan 
elemen tingkah laku, perubahan elemen kognitif 
lingkungan, dan penambahan elemen kognitif 
baru. Mengubah tingkah laku, tindakan akan 
dilakukan ketika ada disonansi antara komponen 
pengetahuan tentang aspek lingkungan dan 
tingkah laku. Metode ini sendiri sering digunakan 
dilakukan untuk mengurangi disonansi kognitif 
seperti individu yang mengalami disonansi 
kognitif mungkin melakukan upaya kognitif 
untuk menguranginya (Shaw & Costanzo, 1982). 
Disonansi kognitif pada penerima money politic 
dapat memengaruhi tingkat keterlibatan mereka 
dalam proses politik, dapat menciptakan stres 
atau kecemasan, dan dapat memiliki dampak 
emosional yang signifikan (Harmon-Jones & 
Mills, 2019). Memahami dinamika ini dapat 
memberikan wawasan yang berharga dalam 
memahami bagaimana politik uang 
memengaruhi individu secara psikologis dan 
dapat membantu dalam merancang pendekatan 
yang lebih efektif untuk mengatasi politik uang. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Peneliti melakukan penelitian dengan pende-
katan kualitatif. Neuman (2014) menjelaskan 
bahwa setiap penelitian sosial ilmiah 
mengumpulkan dan menganalisis data empirik 
melalui metode majemuk seperti wawancara, 
survei, dan etnografi. Metode kualitatif mengolah 
data tanpa statistik. Penelitian kualitatif 
berlandaskan pada filsafat metode post 

positivisme dengan kondisi obyek yang natural, 
dengan menempatkan peneliti sebagai alat atau 
instrument kecil, teknik pengumpulan data 
bersifat gabungan (data kuantitatif dan kualitatif) 
berjenis analisis induktif dan menekankan pada 
kualitas dan hasil penelitian lebih menitik 
beratkan pada makna dari pada generalisasi 
pada obyek penelitian. Jadi penelitian kualitatif 
atau disebut juga penelitian natural atau 
penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan 
mengutamakan penekanan pada proses dan 
makna yang tidak diuji, atau diukur dengan 
setepat tepatnya dengan data yang berupa data 
deskriptif (Neuman, 2014). Pada penelitian ini 
mendeskripsikan kejadian yang di dengar, 
dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif 
atau deskriptif. Jenis penelitian ini 
berkarakteristik alamiah atau bersetting apa 
adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan 
yang menitik beratkan pada kualitasnya. Analisis 
data Penelitian ini melakukan penelitian dengan 
pendekatan kualitatif dan metode Grounded 
Theory yaitu analisis data yang menggunakan 
coding atau biasa disebut open coding. Open 
coding bersifat deskriptif, yaitu mewakili nama, 
identitas, dan fenomena yang tertulis dalam teks 
(Corbin & Strauss, 1990). Grounded Theory 
berguna untuk penelitian tentang fenomena yang 
bersifat kontekstual, berorientasi pada proses, 
dan deskriptif. Grounded Theory memberikan 
prosedur yang mudah dalam analisis dengan 
demikian, penelitian ini hanya mampu 
merumuskan temuannya tetapi dapat 
menunjukkan bukti pendukung dari data secara 
akurat. Kredibilitas ilmiah teori yang dihasilkan 
Grounded Theory menjadi lebih kuat karna di 
dukung oleh data (Ullrich & & Poß-Doering, 
2023) 

Tahapan selanjutnya di dalam coding adalah 
interpertasi atas kode yang di hasilkan proses 
open coding. Tahapan ini disebut selective coding 
(Heath & Cowley, 2004). Aktivitas utama di 
tahapan ini adalah membangun konsep-konsep 
yang yang dapat menjelaskan interaksi antar 
berbagai kategori (kode) yang ada. Penelitian ini 
melakukan tahap secara iterative dan mem-
bandingkan konsep, kategori, dan penjelasan 
teoritis dengan data. Dalam Grounded theory 
adanya pembentukan teori dan penentuan teori 
atau theoretical coding. Tujuan utama tahap ini 
adalah membuat pernyataan yang sifatnya 
menyimpulkan atau prediktif atas suatu 
fenomena. Secara eksplisit penelitian ini 
menyatakan hubungan sebab akibat (kausal) 
antara konteks dan konsep. Teori yang muncul 
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kemudian dibandingkan dengan data dan teori 
yang relevan (Corbin & Strauss, 2008). 

   Adapun gambaran Subjek yaitu inisial AN 
yang berumur 20 tahun, sebagai Mahasiswa 
Universitas yang bertempat di Surabaya. 
Pelaksanaan wawancara Subjek inisial AN 
dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2024 jam 
18.27 WIB bertempat di warkop Ramonez 
Surabaya, Subjek berinisial MF umur 27 tahun 
memiliki pekerjaan kerja serabutan, subjek MF 
pernah memiliki pengalaman saat menerima 
money politik di daerahnya saat momen 
pemilihan kepala desa dan bupati di domisilinya, 
pelaksanaan pengambilan data wawancara 
subjek MF dilaksanakan di Warkop Songdji 
Surabaya pada tanggal 4 dan 5 Oktober 2024 
untuk tanggal 4 bertepatan pukul 15.00 WIB dan 
tanggal 5 pukul 09.30 WIB dengan 2 sesi 
wawancara, untuk subjek ke 3 yang terakhir 
berinisial IR umur 25 tahun pekerjaan freelance, 
memiliki  pengalaman  menerima  money  politic.  
Pelaksanaan  wawancara  subjek  IR dilaksana-
kan pada tanggal 6 dan 7 oktober 2024 
pengambilan data wawancara diadakan di 
warkop Jokopi surabaya dengan 2 pertemuan 
tanggal 6 pukul 13.27 WIB dan tanggal 7 pukul 
21.00 WIB. 

Penelitian ini menggunakan wawancara 
sebagai metode pengambilan data. Menurut 
Assyakurrohim et al. (2022) Wawancara adalah 
jenis diskusi yang berfokus pada masalah 
tertentu yang terdiri dari proses tanya jawab 
lisan yang dilakukan secara fisik oleh dua orang 
atau lebih. Jenis wawancara yang digunakan 
adalah wawancara semi-struktur. Wawancara ini 
dimulai dengan pertanyaan yang tercantum 
dalam pedoman wawancara (Sarosa, 2017). 
Peneliti juga mengharapkan wawancara dalam 
penelitian ini menjadi wawancara mendalam 
atau biasa disebut dengan (in-depth interview) 
Wawancara mendalam adalah proses mendapat-
kan informasi tentang tujuan penelitian melalui 
tanya jawab langsung antara pewawancara dan 
orang yang diwawancarai. Wawancara ini dapat 
dilakukan dengan atau tanpa menggunakan 
pedoman wawancara, yang melibatkan informan 
dan pewawancara dalam interaksi sosial (Smith, 
2009). Proses wawancara ini terlibat dalam 
hubungan sosial yang relatif lama antara 
pewawancara dan informan Peneliti berusaha 
untuk mengembangkan pedoman wawancara 
yang relevan dengan tujuan penelitian (Bell et al., 
2023). Dalam penelitian ini, analisis tematik juga 
dikenal sebagai analisis tematik interpretative 
adalah teknik analisis data yang paling umum 
digunakan dalam penelitian kualitatif. Analisis 

tematik menghasilkan metode untuk 
mengidentifikasi, menganalisa, dan melaporkan 
pola (tema) yang ditemukan dalam data yang 
dikumpulkan. peneliti harus menulis kode untuk 
menata ulang dan menempatkannya ke dalam 
kode, yang merupakan bagian paling penting dari 
analisis tematik (Liamputtong, 2020). 

Dalam penelitian ini, analisis tematik 
dilakukan melalui teknik analisis data tematik 
dengan pendekatan yang digerakkan oleh theory 
driven. Dalam pendekatan ini, tema dibangun 
dengan indikator atau elemen yang mendukung 
teori. Peneliti menggunakan koding induktif 
untuk data kualitatif awal. Peneliti akan 
mengumpulkan semua data secara sistematis, 
melakukan pengelompokan setelah itu, membuat 
tema dan kode untuk mengelompokkan data, dan 
kemudian peneliti akan menginterpretasikan 
temuan dan membuat kesimpulan (Liamputong, 
2009). 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 
1. Penerima money politic merasionalkan 

atau membenarkan tindakannya 
Pembahasan ini didasarkan pada 

gagasan bahwa dua kognisi bisa relevan 
atau tidak relevan satu sama lain 
(Festinger, 1962b) Kognisi tersebut dapat 
berupa perilaku, persepsi, sikap, emosi, 
dan keyakinan. Seringkali, salah satu 
kognisi yang dimaksud adalah tentang 
perilaku kita. Jika kognisi tersebut relevan, 
maka kognisi dapat saling sependapat 
(konsisten) atau berselisih (tidak 
konsisten) satu sama lain. Hal ini 
dijelaskan subjek keseluruhan, menerima 
money politic adalah suatu hal wajar 
bahwa menerima money politic merupa-
kan cara memenuhi kebutuhan bagi subjek, 
akan tetapi bertentangan dari keyakinan 
dan nilai-nilai yang dimiliki subjek dimana 
subjek menganggap bahwa money politik 
adalah mencederai nilai-nilai demokrasi 
dan integrasi politik yang jujur dan adil 
tanpa jual beli suara hal ini yang dijelaskan 
IR dan AN yang pernah menerima money 
politic “Tau kok mas, kalau itu hal yang 
tidak baik dan sosialisasi saya sering 
mendengarkan apalagi kampung sini pasti 
dengar. Saya kadang ya ingin memilih 
sesuai hati Nurani saya mas mas tapi 
kembali lagi saya tidak punya pekerjaan 
yang tetap dan saya freelance. ya lumayan 
dapatnya di serangan fajar itu” 
IR61023:24, “Ya jelas dan sebenarnya 
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masalah nilai itu dari pelajaran sekolah 
dulu. Katanya pemilu itu berhak bebas 
memilih saya, jadi yang waktu saya 
rasakan itu apa boleh seperti ini? apa boleh 
memilih kandidat yang nggak sesuai 
dengan saya mau hanya karena uang. Serta 
realitanya kan saya soalnya juga nggak 
mikir apa yang terjadi di masa depan jadi 
saya milih siapa saja nanti nggak masalah. 
Saya juga yang ada di depan saya uang ya 
saya terima.” AN31023:26 akan tetapi 
subjek MF menganggap menerima money 
politic adalah hal yang lumrah dan wajar-
wajar saja karena lingkungannya sudah 
terbiasa dalam penerimaan money politic 
“itu juga kayaknya gak ada hukumnya itu 
ada pidananya kayaknya gak ada orang 
yang dipenjara gara-gara menerima itu 
kalau tahu mungkin ada hukumnya pasti 
yang disalahkan ya yang kasih duit bukan 
saya jadi saya tidak takut” MF041023:36. 

 
2. Faktor-faktor Disonansi kognitif dalam 

penerimaan money politik 
Festinger menyebutkan dua situasi 

umum yang menyebabkan munculnya 
disonansi yaitu ketika terjadinya peristiwa 
atau informasi baru dan seketika sebuah 
opini atau keputusan, harus dibuat, dimana 
kognisi dari Tindakan yang dilakukan 
berbeda dengan opini atau pengetahuan 
yang mengarahkan ke Tindakan lain (Leon, 
1957). Faktor-faktor yang dijelaskan dalam 
dimensi teori disonansi kognitif adalah 
inkonsisten logika, opini umum, nilai 
budaya dan pengalaman masa lalu 
(Verfuerth et al., 2021). Subjek menjelas-
kan dalam wawancaranya adanya faktor 
opini umum menerima money politik 
berdasarkan kebutuhan ekonomi hal ini di 
jawab oleh subjek AN “Sebenernya saya 
mau nolak karena saya mikirnya pemimpin 
yang kita pilih bukan main- main. Ini malah 
merusak masa depan kita semua. Cuma ya 
gimana saya juga butuh uang karena faktor 
ekonomi, mau nggak mau ya saya pilih 
uangnya daripada mikirin masa depan 
negara yaa meskipun dalam hati saya 
mengkhianati diri saya sendiri” 
AN31023:32, Adapun faktor inkonsisten 
logika menjelaskan menerima money 
politik adalah hal yang buruk tetapi 
tetangga dan lingkungan sekitarnya banyak 
yang menerima “Ya pandangan saya 
sebetulnya tidak boleh tapi kita harus 
melihat dari faktor mana untuk saya dan 

tetangga sebagai rejeki karena untuk 
makan dan kebutuhan sehari-hari. Tapi 
kita paham kok mas kalau itu nggak boleh.” 
IR61023:50 akhirnya subjek IR ikut 
menerima dan tidak konsisten dalam nilai 
dan kepercayaan yang dimiliki Subjek IR, 
sedangkan subjek MF menjelaskan adanya 
pengalaman masa lalu yang memunculkan 
kebiasaan menerima money politik 
meskipun bukan kandidat yang dipilih oleh 
subjek MF akan tetap mengambil uang dan 
tidak memilih kandidat yang memberikan 
uang “waktu pemilu, waktu kecil malah 
biasanya dapat juga mas makanya saya 
punya pengalaman yang menganggap 
kalau menerima uang adalah hal yang 
wajar-wajar saja, meskipun saat memilih 
kandidat yang berbeda dari yang memberi 
saya uang waktu saya sudh umur memilih 
akhirnya kebawa menjadi kebiasaan mas 
hehe” MF041023:9 
 

3. Mengatasi Disonansi kognitif dan 
memingkatkan integritas dalam proses 
politik 

Morvan et al. (2017) mengemukakan 
tiga cara yang dapat digunakan untuk 
mengurangi disonansi, yaitu mengubah 
eleman tingkah laku, mengubah elemen 
kognitif lingkungan, dan menambah 
elemen kognitif baru. Subjek MF dan AN 
mengambil tindakan dengan tidak 
menghindari dan merubah tingkah lakunya 
karena menganggap money politic adalah 
hal yang wajar disebabkan penerimaan 
money politic biasa terjadi saat mereka 
alami disebabkan kebutuhan masyarakat 
meskipun subjek MF dan AN menyadari hal 
itu buruk terhadap integritas politik di 
Indonesia “alasannya ya karena ya pertama 
ya pasti ini lagi butuh duit terus ya 
salahnya, aslinya salah cuma gimana 
namanya orang kepepet itu ya susah mas 
orang aslinya mereka tidak niat untuk 
maling itu karena emang pertama ya ada 
kesempatan dapet money politik oh 
kesempatan nih saya dapet duit terus 
kemudian karena emang faktor gak ada 
uang makanya mereka melakukan 
kriminal, maling meskipun money politik 
ini tidak sekriminal maling tapi tetap aja ini 
bagi saya itu salah criminal” 
MF051023:118, “Misal saya tau ada orang 
partai ini terus tiba-tiba mengetuk rumah, 
ya saya mikir wah bisa jadi ini serangan 
fajar dan saya menerima” AN31023:104 
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Sedangkan subjek IR menjelaskan dalam 
wawancaranya bahwa ingin menghindari 
dan merasa bersalah jika menerima money 
politic “Iya, yang seperti saya bilang di 
lingkungan saya seperti budaya dan kok 
lama-kelamaan seperti ini ya dan takut 
merasa bersalah” IR61023:72. 

 
B. Pembahasan 

Money politic dapat mengganggu integritas 
proses Demokrasi dengan mempengaruhi 
cara individu membuat keputusan politiknya 
(Artiga González et al., 2024). Salah satu 
pelanggaran yang paling umum terjadi selama 
pemilu adalah banyaknya praktik Money 
politics (Author & Pye, 1997). Money politic 
dianggap sebagai praktik yang merusak 
Demokrasi  bahkan pada saat ini Money 
politic sering terjadi selama masa pemilu 
(Feinig, 2020). Penelitian menggunakan teori 
disonansi kognitif ketika seseorang terlibat 
dalam perilaku yang tidak konsisten dengan 
keyakinan mereka, seseorang mengalami 
ketegangan psikologis yang tidak menyenan-
gkan, atau bertentangan dari nilai mereka 
miliki (Festinger & Carshmith, 1959). Dalam 
penelitian ini dijelaskan beberapa bentuk 
disonansi kognitif yang menjadi alasan 
mengapa teori ini relevan untuk menjelaskan 
perilaku penerimaan money politic. Salah satu 
contohnya adalah perbedaan antara 
keyakinan politik dan tindakan menerima 
uang. Misalnya, seorang individu mungkin 
mendukung partai atau kandidat yang 
menentang praktik politik uang, tetapi tetap 
menerima uang dari mereka. Situasi ini dapat 
menimbulkan konflik batin karena tindakan 
tersebut tidak konsisten dengan keyakinan 
yang dianut. Nilai moral seperti integritas dan 
demokrasi yang bersih tanpa money politic 
seringkali bertentangan dengan tindakan 
menerima uang dalam konteks politik, yang 
umumnya dipandang sebagai sesuatu yang 
tidak etis atau bahkan berkaitan dengan 
korupsi  (Pietryka & DeBats, 2017; Pons, 
2018). Individu yang mengalami disonansi 
seperti ini dapat merasakan perasaan ber-
salah atau kebingungan karena tindakannya 
tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadinya. 

Dalam wawancara, subjek AN, IR, dan MF 
memberikan jawaban yang menunjukkan 
adanya konflik antara tindakan dan nilai 
pribadi mereka. Secara umum, mereka 
menyatakan bahwa menerima money politic 
adalah tindakan yang wajar dan dianggap 
sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan. 

Namun, hal ini bertentangan dengan 
keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri, di 
mana mereka menganggap money politic 
mencederai prinsip demokrasi dan integritas 
politik yang jujur serta adil, tanpa adanya 
praktik jual beli suara.Khususnya, subjek IR 
dan AN mengakui pernah menerima money 
politic, meskipun mereka menyadari bahwa 
hal tersebut bertentangan dengan nilai yang 
mereka pegang. Sementara itu, subjek MF 
menganggap praktik tersebut sebagai hal yang 
lumrah dan wajar karena lingkungannya 
sudah terbiasa dengan penerimaan money 
politic. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penerima money politik dijelaskan melalui 
pendekatan grounded theory, dengan 
menggunakan pedoman wawancara dan 
landasan teori disonansi kognitif. Teori 
disonansi kognitif mencakup dimensi 
inkonsistensi logika, opini umum, nilai 
budaya, dan pengalaman masa lalu. Dalam 
wawancaranya, subjek menjelaskan beberapa 
faktor yang mendasari penerimaan money 
politik. Subjek AN mengungkapkan bahwa 
penerimaan tersebut didasarkan pada 
kebutuhan ekonomi. Sedangkan faktor 
inkonsistensi logika dijelaskan oleh subjek IR, 
yang menyatakan bahwa meskipun menerima 
money politik adalah hal yang buruk, banyak 
tetangga dan orang di sekitarnya yang 
melakukannya, sehingga ia ikut menerima 
meskipun tidak konsisten dengan nilai dan 
kepercayaan yang dimiliki. Subjek MF, di sisi 
lain, menjelaskan bahwa pengalaman masa 
lalu memainkan peran penting. Meskipun 
bukan kandidat yang dipilihnya yang 
memberikan uang, subjek MF tetap menerima 
uang tersebut dan tidak memilih kandidat 
yang memberikannya, menunjukkan kebia-
saan yang telah terbentuk dari pengalaman 
sebelumnya. 

Dalam mengatasi disonansi kognitif terkait 
penerimaan money politic, terdapat tiga cara 
yang dapat digunakan untuk menguranginya, 
yaitu: mengubah elemen tingkah laku, 
mengubah elemen kognitif lingkungan, dan 
menambahkan elemen kognitif baru. Subjek 
MF dan AN memilih untuk tidak menghindari 
atau mengubah perilakunya karena 
menganggap money politic sebagai sesuatu 
yang wajar. Pandangan ini muncul karena 
praktik money politic sering mereka alami, 
terutama saat masyarakat berada dalam 
kondisi membutuhkan. Meskipun demikian, 
subjek MF dan AN menyadari bahwa tindakan 
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tersebut merugikan integritas politik di 
Indonesia. Sementara itu, subjek IR, dalam 
wawancaranya, menyatakan bahwa ia 
berusaha menghindari dan merasa bersalah 
jika menerima money politic 

Pembahasan yang telah di deskripsikan 
dalam penelitian ini memberikan hasil 
jawaban ketiga subjek yaitu adanya 
penerimaan money politic saat momen pemilu 
disebabkan faktor ekonomi dan lingkungan 
sekitar yang sering terjadi di lingkungan 
sebagai penerima money politic, sedangkan 
secara relevan dan tidak relevan ketiga subjek 
menyadari bahwa menerima money politik 
merupakan situasi kebingungan yang dirasa-
kan disebabkan ketiga subjek menyadari 
money politic adalah Tindakan yang buruk 
dan merusak integritas demokrasi serta 
melanggar hukum di Indonesia, akan tetapi 
ketiga subjek sulit untuk menolak pemberian 
money politic tersebut. Untuk mengurangi 
terjadinya disonansi kognitif adanya 
penghindaran saat momen serangan fajar 
dalam momen pemilu akan tetapi subjek 
menjelaskan sulit untuk menghindar 
disebabkan money politic adalah hal yang 
sudah terbiasa terjadi di Indonesia. 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
Disonansi kognitif adalah teori berkaitan 

dengan dua jenis inkonsistensi perilaku sikap 
tertentu, yang timbul karena dilakukannya 
perilaku yang tidak sesuai dengan sikap dan 
yang timbul karena pengambilan keputusan. 
Dalam hal terjadinya disonansi maka akan 
timbul ketegangan psikologis, atau 
ketidaknyamanan (Morvan et al., 2017). 
Penelitian ini menggambarkan bahwa praktik 
money politic masih menjadi fenomena yang 
dianggap wajar oleh sebagian masyarakat 
Indonesia, khususnya karena faktor ekonomi, 
budaya, pengalaman masa lalu, dan pengaruh 
lingkungan sosial. Meskipun para penerima 
menyadari bahwa tindakan menerima uang 
dalam konteks politik bertentangan dengan 
nilai-nilai demokrasi dan integritas pribadi 
mereka, tekanan kebutuhan hidup dan 
normalisasi praktik tersebut di lingkungan 
sekitar membuat mereka tetap melakukannya. 

Melalui pendekatan teori disonansi kognitif 
Festinger, terlihat bahwa konflik batin yang 
dialami penerima muncul dari ketidak-
sesuaian antara nilai yang diyakini dan 
perilaku yang dilakukan. Tiga cara yang 
ditemukan untuk mengurangi disonansi 

kognitif tersebut adalah: (1) mengubah 
tingkah laku agar sejalan dengan nilai, (2) 
mengubah pemikiran agar tidak merasa 
bersalah, dan (3) menambahkan justifikasi 
baru untuk merasionalisasi tindakan. 
Sayangnya, hanya sebagian subjek yang 
berusaha aktif menghindari praktik tersebut. 

 
B. Saran 

Dalam penelitian ini diiperlukan 
peningkatan pendidikan politik, khususnya 
mengenai nilai-nilai demokrasi, etika pemilu, 
dan bahaya money politic, terutama di 
kalangan masyarakat kelas menengah ke 
bawah yang rentan terlibat karena faktor 
ekonomi. Dan Penguatan nilai-nilai moral dan 
integritas harus dilakukan sejak usia sekolah 
melalui kurikulum pendidikan 
kewarganegaraan, agar generasi muda lebih 
memiliki daya tahan terhadap praktik politik 
yang tidak etis. 
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